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ABSTRAK 

 

PENGELOLAAN PERPARKIRAN  

DI DALAM RUANG MILIK JALAN KOTA PEKANBARU 

Oleh : 

VANIA APRILIA PUTRI 

NIM. 11970523567 

Email : vaniaapriliaputrii@gmail.com 

 

 Kota Pekanbaru yang berkembang menjadi kota metropolis dengan tingkat 

mobilitas masyarakat tinggi, salah satu persoalan dengan tingginya tingkat 

mobilitas adalah banyaknya jumlah kendaraan dan terbatasnya lahan parkir oleh 

karena itu pemerintah kota pekanbaru melakukan pengelolaan perparkiran melalui 

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk 

mengetahui pengelolaan perparkiran di dalam ruang milik jalan dan hambatan 

dalam pengelolaan perparkiran di dalam ruang milik jalan. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan 

data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan dari pihak 

Dinas Perhubungan, Koordinator parkir, juru parkir, dan masyarakat. Hasil dari 

penelitian menunjukan bahwa dalam pengelolaan perparkiran di dalam ruang 

milik jalan belum sepenuhnya berjalan maksimal, dimana fasilitas parkir perlu 

diperbaiki dan dilengkapi lagi serta pelayanan yang dirasakan masyarakat perlu 

ditingkatkan seiring dengan adanya kenaikan tarif, kemudian pemberian sanksi 

harus lebih tegas lagi karena masih ada juru parkir yang tidak menggunakan 

atribut lengkap, KTA dan karcis. Adapun hambatan dalam pengelolaan 

perparkiran di dalam ruang milik jalan kota pekanbaru yang dilakukan oleh Dinas 

Perhubungan Kota Pekanbaru yaitu kurangnya personil dan kendaraan berupa 

mobil patroli dalam melaksanakan pengawasan dilapangan dan kurangnya 

pemahaman, kepatuhan dan partisipasi masyarakat tentang aturan perparkiran 

serta masih banyaknya Juru parkir ilegal di beberapa titik lokasi parkir. 

 

Kata Kunci : Pengelolaan, Perparkiran, Pelayanan. 
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ABSTRACT 

PARKING MANAGEMENT 

INSIDE THE SPACE OWNED TO PEKANBARU CITY ROAD 

By : 

VANIA APRILIA PUTRI 

NIM. 11970523567 

Email : vaniaapriliaputrii@gmail.com 

 

Pekanbaru City which is developing into a metropolis with a high level of 

community mobility, one of the problems with this high level of mobility is the 

large number of vehicles and limited parking space, therefore the Pekanbaru city 

government manages parking through the Pekanbaru City Transportation Service. 

The purpose of this research is to find out the management of parking in the space 

owned by the road and the obstacles in managing parking in the space owned by 

the road. This research uses a qualitative descriptive research type with data 

collection techniques through observation, interviews, and documentation with 

informants from the Department of Transportation, parking coordinators, parking 

attendants, and the community. The results of the research show that the 

management of parking in the space owned by the road has not fully run 

optimally, where parking facilities need to be repaired and equipped again and 

services felt by the community need to be improved along with the increase in 

rates, then sanctions must be even stricter because there are still interpreters 

parking that does not use complete attributes, KTA and tickets. The obstacles in 

managing parking in the space belonging to the Pekanbaru city road carried out by 

the Pekanbaru City Transportation Service are the lack of personnel and vehicles 

in the form of patrol cars in carrying out supervision in the field and the lack of 

understanding, compliance and community participation regarding parking rules 

and there are still many illegal parking attendants in several parking point. 

 

Keywords: Management, Parking, Service. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pemerintah memberikan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah, yang 

ditetapkan sebagai urusan rumah tangga daerah. Dengan mengalokasikan 

beberapa urusan pemerintahan ke daerah ini maka lahirlah otonomi daerah. 

Otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014  tentang 

Pemerintah Daerah yang juga membahas tentang maksud dari otonomi daerah, 

yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerahnya 

(Dewi Nur Azizah, 2022). Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan 

pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Tugas-tugas 

pokok tersebut dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu : pelayanan, 

pemberdayaan, dan pembangunan. Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam 

masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan 

pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat (Raudha, 2021).  

Sumber-sumber yang dimiliki oleh daerah dapat digali untuk Pendapatan 

Asli Daerah. Sebagian dari sumber pendapatan itu dapat berasal dari pajak daerah, 

retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan daerah yang 

sah lainnya, yang digunakan untuk pembangunan guna kesejahteraan masyarakat. 

Guna mewujudkan pembangunan, daerah mesti lebih kreatif dalam memanfaatkan 
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sumber pendapatan asli daerah, salah satunya dari retribusi jasa parkir (Anggoro, 

2017).   

Pesatnya kemajuan Kota Pekanbaru ditandai dengan bertambahnya jumlah 

kepemilikan kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru ditahun 2022 jumlah 

kendaraan di Kota Pekanbaru sudah mencapai 1.040.176 untuk jumlah kendaraan 

terbanyak yaitu sepeda motor yakni mencapai 796.611 unit kemudian mobil 

penumpang 165.615 unit, mobil barang 74.435 unit, bus 2.804 unit, dan 

kendaraan khusus 677 unit. Serta akan meningkatnya permintaan jalan untuk 

parkir, lokasi parkir sebagai unsur paling penting dalam transportasi yaitu berupa 

fasilitas parkir. Parkir sendiri merupakan keadaan berhenti atau tidak bergerak 

suatu kendaraan karena ditinggalkan pengemudinya (dalam Lasahinda, 2020). 

Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor menyebabkan banyak masyarakat yang 

parkir di ruang milik jalan oleh karenanya, parkir perlu dikelola dengan baik 

karena bisa menyebabkan ketidaktertiban, kebersihan dan keamanan, terutama di 

jalan jenderal sudirman. 

Berbicara mengenai pengelolaan parkir dimana yang diatur dalam Peraturan 

Daerah No 2 Tahun 2009 BAB XXII Tentang Pengelolaan Parkir dan Perwako 

No 138 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Pemerintah Kota 

Pekanbaru sebagai regulator pengambil kebijakan dalam pengelolaan perparkiran 

menunjuk Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagai instansi yang 

bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan fasilitas 

parkir yang dapat diselenggarakan diruang milik jalan dan diruang bukan milik 



3 
 

 
 

jalan. Adapun titik lokasi parkir di ruang milik jalan Kota Pekanbaru sebagai 

berikut : 

Tabel 1. 1 

Lokasi Parkir di dalam ruang milik jalan Kota Pekanbaru  

(Jl. Jenderal Sudirman) 

No  Kecamatan Nama Jalan Titik Lokasi Parkir 

1. Pekanbaru Kota Jl. Jenderal Sudirman a. Toko Jam Saiko s/d Duta 

Ponsel 

b. Duta Ponsel s/d Vanhollano 

c. Vanhollano s/d CIMB Niaga 

d. Bank Mandiri Syariah s/d 

Bank BRI 

e. Apotik Century s/d Kedai 

Kopi Sriwijaya 

f. Kedai Kopi Sriwijaya s/d 

JPO Sisingamangaraja 

g. Bawah Jembatan s/d CIMB 

Niaga 

h. Indomaret Simpang Panger 

s/d Diana Blazer 

i. Dealer Honda s/d Tiki 

Sudirman 

j. Dunia Anak s/d Parfum MD 

k. Raje Sports s/d Apotik 

Bunga Negara 

l. Serena Sport s/d Bank BRI 

m.  Darum Naim s/d Evan Mas 

Sports 

n. Sony Elektronik s/d Lansano 

o. Cinter s/d Simpang Jl. 

Hasyim Ashari 

p. Simpang Jl. Hasyim Ashari 

s/d Simpang Wolter 

Mongonsidi 

q. Kirana s/d Toko Cantik 

r. Pasadena s/d Wisma Permata 

s. Parkir Roda Dua dan Empat 

Simpang Agus Salim 

t. Parkir Roda Dua (JPO) 

u. Parkir Roda Dua dan Empat 

Depan Ramayana dan Roda 
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Dua Sebelah Busway (TMP) 

2. Senapelan  Jl. Jenderal Sudirman a. Permata s/d JPO 

b. Batam Jaya Elektronik s/d 

Dealer Honda 

c. Depan Pasar Buah 

d. Bank Artha Graha s/d Kantor 

Pos 

e. Silungkang s/d Simpang 

Juanda 

3.  Marpoyan 

Damai 

Jl. Jenderal Sudirman 

(Sisi Barat) 

a. Teras Kayu Resto 

b. Adira 

c. RM Sederhana Syafira 

4. Bukit Raya Jl. Jenderal Sudirman 

(Sisi Timur dari 

Simpang Jl. Imam 

Munandar s/d 

Arhanud) 

a. Coto Makassar 

b. Pizza Hut s/d Marugame 

Udon 

c. Nasi Goreng Fly Over 

d.  RM Barehsolok 

e. Yamaha Music 

f. Parkir Depan MTQ 

g. Bubur Ayam Jakarta 

h. Rumah Soto Simpang Tiga 

i. RM Pak Joni 

j. Sate Madura  

k. Warung Soto 

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 2023. 

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa masing-masing di kecamatan yang ada 

di kota pekanbaru memiliki jumlah dan titik lokasi parkir yang berbeda-beda. 

Lokasi parkir di Kota Pekanbaru terbagi menjadi tiga zona yaitu zona 1 dikelola 

oleh PT. Yabisa Sukses Mandiri melalui proses lelang, dan untuk zona 2, 3 

dikelola oleh perorangan dengan proses penunjukan langsung oleh Dinas 

Perhubungan Kota Pekanbaru. Dalam pelaksanaan pengelolaan parkir oleh Dinas 

Perhubungan melalui UPT Perparkiran bekerja sama dengan pihak ketiga serta 

menunjuk dan menugaskan juru parkir yang berkewajiban dan bertanggung jawab 

memberikan pelayanan parkir sesuai yang tertera dalam (Pasal 244, Peraturan 

Daerah Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2009) yaitu : 
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a. Mengatur lalu lintas kendaraan keluar masuk serta penataan parkir. 

b. Memberikan karcis retribusi parkir dan menerima pembayaran. 

c. Menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan. 

d. Melakukan pembinaan dan menyediakan pakaian seragam dan 

kelengkapannya. 

Dalam pengelolaan parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru memberikan 

surat perintah tugas kepada pihak ketiga sebagai pengelola yang telah melakukan 

kontrak kerja (kerjasama) dengan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap 

titik/lokasi yang telah ditetapkan dan menugaskan juru parkir yang bertanggung 

jawab dalam memberikan pelayanan, mengatur kelancaran lalu lintas dan 

memungut tarif  parkir yang menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah 

(PAD). Berikut jumlah pengelola, juru parkir dan titik/lokasi parkir yang terdaftar 

di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru : 

Tabel 1. 2 

Jumlah Pengelola, Juru Parkir, dan Titik/Lokasi Parkir di Kota Pekanbaru 

Tahun 2022 

Jumlah Pengelola Jumlah Juru Parkir Jumlah Titik/Lokasi Parkir 

25 Orang 1.755 Orang 1.582 Titik 

       Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 2023. 

Berdasarkan tabel diatas dapat digambarkan bahwa jumlah pengelola, juru 

parkir dan titik/lokasi parkir yang terdaftar di Dinas Perhubungan Kota 

Pekanbaru. Dalam menentukan tarif parkir Di Kota Pekanbaru berdasarkan 

Peraturan Dearah Kota Pekanbaru No. 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir 
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dan adanya kenaikan tarif yang diatur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru No. 

41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekanbaru No. 148 

tahun 2020 tentang Tarif Layanan Parkir Pada UPT Perparkiran Dinas 

Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Adapun 

tarif parkir yang dikenakan pada kendaraan berlaku untuk satu kali parkir yaitu 

untuk roda 2 sebesar Rp. 2.000 dan untuk roda 4 sebesar Rp. 3.000.  

Tujuan dikenakan tarif layanan parkir serta adanya kenaikan tarif ini sebagai 

sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan untuk mengendalikan jumlah 

kendaraan yang parkir serta meningkatkan pelayanan parkir terhadap pengguna 

parkir dan terciptanya ketertiban lalu lintas sesuai dengan Peraturan Walikota No 

132 tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksanaan Teknis 

Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Adapun jumlah penerimaan jasa 

layanan perparkiran di dalam ruang milik jalan Kota Pekanbaru yaitu : 

Gambar 1. 1 

Penerimaan Jasa Layanan  Perparkiran Di Dalam Ruang Milik Jalan Kota 

Pekanbaru tahun 2018-2022 

 
Gambar 5. 1 Pendapatan Jasa Layanan Perparkiran.   

 Sumber : UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 2023. 

 
Rp15.273.100.000  

11,905,673,842 
11,210,672,516 

13,000,000,000 

8,746,080,788 

9,229,878,000 
8,477,971,000 

3.800.161.531 
6,027,141,748 

9,722,722,296 

 Rp-

 Rp5,000,000,000.00

 Rp10,000,000,000.00

 Rp15,000,000,000.00

 Rp20,000,000,000.00

2018 2019 2020 2021 2022

Target

Realisasi



7 
 

 
 

Dari jumlah penerimaan jasa layanan perparkiran di atas dimana ditahun 

2022 pendapatan dari parkir sudah melebihi target yang sudah ditetapkan dan  

pada dasarnya parkir di dalam ruang milik jalan sudah diatur sedemikian rupa 

oleh pemerintah melalui berbagai peraturan yang sudah ditetapkan.  Pengelolaan 

Perparkiran sendiri bertujuan untuk mewujudkan layanan parkir yang aman, 

tertib, nyaman dan terkendali. Namun, pelaksanaan dan pengelolaan yang 

dilakukan oleh pemerintah belum maksimal karena masih terdapat permasalahan 

dalam pengelolaan parkir di dalam ruang milik jalan Kota Pekanbaru yaitu terkait 

dengan : 

Jasa pelayanan juru parkir dimana, parkir bagian dari fasilitas dalam rangka 

melayani masyarakat, pelayanan menurut hasibuan adalah kegiatan pemberian 

jasa dari satu pihak kepihak lain, dimana pelayanan yang baik adalah pelayanan 

yang dilakukan secara ramah tamah dan dengan etika yang baik sehingga 

memenuhi kebutuhan dan kepuasan bagi yang menerima (Muslim, 2017). Akan 

tetapi jasa pelayanan juru parkir tidak sesuai dengan Peraturan Walikota 

Pekanbaru Nomor 132 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Minimal, dimana 

tugas juru parkir terdiri dari : memandu masuk dan keluar kendaraan parkir, 

mengatur kelancaran lalu lintas di tempat parkir, memungut tarif parkir dan 

membantu menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan di tempat parkir, 

bersikap sopan, ramah dan menghindari sikap tercela, memberikan karcis parkir.  

Namun, kenyataan yang terjadi dilapangan seiring dengan naiknya tarif 

parkir tidak diiringi dengan pelayanan yang maksimal dimana, juru parkir tidak 

menggunakan atribut lengkap, bahkan tidak memberikan karcis, tidak mengatur 
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kendaraan keluar masuk, serta ada juru parkir yang membiarkan pengguna parkir 

memarkirkan kendaraannya dilokasi yang dilarangan untuk parkir, dan bahkan 

ada juru parkir yang tidak ramah, sopan terhadap masyarakat pengguna layanan 

parkir dan juru parkir yang tidak ada ketika pengguna jasa parkir datang namun 

ketika pengguna parkir hendak meninggalkan tempat parkir juru parkir tersebut 

ada. Hal tersebut menandakan bahwa juru parkir hanya meminta bayaran tanpa 

memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. 

Selain permasalahan jasa pelayanan juru parkir, permasalahan lainnya yaitu  

masih banyaknya juru parkir liar atau ilegal, Selain itu seperti yang sudah 

disebutkan dalam Perda Kota Pekanbaru No 2 Tahun 2009 tentang pengelolaan 

parkir pada pasal 249 ayat (9) setiap orang dilarang melakukan kegiatan 

pemungutan retribusi parkir tanpa izin dari pemerintah daerah atau 

penyelenggaraan fasilitas parkir, tapi pada kenyataannya masih ditemukan juru 

parkir yang tidak memiliki izin melakukan pemungutan parkir seperti yang masih 

dijumpai di jalan Jenderal Sudirman tepatnya sekitar STC dan masih banyak 

masyarakat yang parkir dilokasi yang bukan lokasi parkir tepatnya disekitar 

RSUD Arifin Ahmad, jalan hangtuah disamping Telkom dan dibeberapa titik 

lainnya, yang dapat menimbulkan kebocoran terhadap PAD, terganggunya 

kelancaran lalu lintas dan berpotensi menimbulkan kecelakaan. 

Melihat fenomena masalah diatas, penulis tertarik untuk mengangkat 

masalah tersebut menjadi penelitian dengan judul “ Pengelolaan Perparkiran Di 

Dalam Ruang Milik Jalan Kota Pekanbaru ”. 
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1.2 Batasan Masalah  

Dalam penelitian ini perlu diberikan batasan masalah agar pembahasan 

tidak meluas dan penelitian lebih terfokus saat melakukan penelitian dilapangan, 

maka peneliti membataskan lokasi penelitian disekitar Jalan Jenderal Sudirman 

atau Zona 1.  

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah di atas, maka 

rumusan masalah penelitian adalah : 

1. Bagaimana Pengelolaan Perparkiran Di Dalam Ruang Milik Jalan Kota 

Pekanbaru? 

2. Apa Saja Faktor Penghambat Pengelolaan Perparkiran Di Dalam Ruang Milik 

Jalan Kota Pekanbaru? 

1.4 Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk Mengetahui Pengelolaan Perparkiran Di Dalam Ruang Milik Jalan Kota 

Pekanbaru. 

2. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat Pengelolaan Perparkiran Di Dalam 

Ruang Milik Jalan Kota Pekanbaru.  

1.5 Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 
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1. Manfaat Teoritis, diharapkan mampu melatih kemampuan berpikir serta 

mampu memberikan pengembangan ilmu pengetahuan dalam penerapan teori 

yang diperoleh peneliti selama perkuliahan dan dapat berguna sebagai sumber 

informasi dan pembanding bagi penelitian selanjutnya yang ingin meneliti 

masalah yang sama. 

2. Manfaat Praktis, Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua 

pihak, khususnya Pemerintah atau Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam 

pengelolaan perparkiran di masa mendatang. 

1.6 Sistematika Penulisan  

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian,   manfaat penelitian dan sistematika penulisan.  

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan landasan teori yang mendukung pembahasan, 

penelitian terdahulu, konsep operasional, kerangka berfikir. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang meliputi lokasi, jenis, dan 

sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan gambaran umum objek penelitian dan struktur 

organisasi.  
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BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian dan pembahasan yang dilakukan 

dan disusun sehingga dapat diketahui maksud dan tujuan dari penelitian. 

BAB VI : PENUTUP 

Bab ini berisikan simpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang 

dapat disajikan sebagai bahan pertimbangan bagi pembaca. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pemerintahan Daerah 

Pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur 

dalam pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 

pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah 

dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan 

suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (dalam Ani Sri 

Rahayu, 2018). 

1. Asas Pemerintahan Daerah 

Pemerintahan daerah dalam pelaksanaan fungsi dan urusannya memiliki 

beberapa asas. Terdapat empat asas utama pemerintah daerah yang berkaitan 

dengan kewenangan otonomi daerah, antara lain adalah sebagai berikut:  



13 
 

 

a. Asas Senralisasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan berada di 

pemerintah pusat.  

b. Asas Desentralisasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah 

pusat dilimpahkan kepada daerah otonom.  

c. Asas Dekonsentrasi, asas yang menyatakan bahwa kewenangan pemerintah 

pusat dilimpahkan kepada pemerintah daerah dan instansi serta perangkat 

daerah yang membantu kerja pemerintah daerah.  

d. Asas Tugas Pembantuan, asas yang menyatakan bahwa pemerintah daerah 

memberi kewenangan penugasan terhadap tingkatan di bawahnya. 

2. Tujuan Pemerintahan Daerah  

Tujuan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 sebagaimana yang tercantum dalam bagian menimbang Undang-Undang 

tersebut adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 

pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya 

saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan 

kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan 

pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dianggap sudah 

sesuai dengan salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum (dalam 

Anugrah, 2017). 
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3. Tugas Pemerintahan Daerah  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah, tugas atau urusan pemerintah daerah dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu 

urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan 

pemerintahan umum.  

2.2 Pengelolaan 

Pengelolaan berasal dari kata management, yang berarti mengatur, 

mengelola, menangani, serta membuat sesuatu dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. Pengelolaan menurut (R.Terry, 2012) mengatakan pengelolaan 

merupakan proses atau cara yang tersistematis untuk melakukan sesuatu yang 

mana proses tersebut terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, 

dan pengawasan. Pendapat lain tentang pengelolaan yaitu menurut Stoner & 

Freeman, yang mana mereka berargumen bahwa pengelolaan adalah suatu proses 

yang dimulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengawasan berbagai usaha yang dilakukan oleh anggota organisasi tersebut dan 

memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan (dalam Widyastuti et al., 2018). 

Nugroho mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang 

dipakai dalam ilmu manajemen. Menurut Andrew Sikula (Wulandari, 2015), 

mengemukakan bahwa pengelolaan pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-

aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, 

pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 

setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya 
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yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa 

secara efisien.  

Dari beberapa pendapat yang di sebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

pengelolaan merupakan suatu upaya dalam melakukan proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, pengendalian dan pengawasan yang dilakukan 

secara sistematis, efektif, dan efisiensi dengan memanfaatkan sumber daya yang 

ada dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

2.2.1  Fungsi Pengelolaan 

Fungsi pengelolaan menurut G.R. Terry (dalam Hardjoeno 2021:61–62), 

yang paling efektif dalam sebuah manajemen itu adalah perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Adapun penjelasan dari fungsi-

fungsi tersebut sebagai berikut.  

1. Perencanaan (Planning) 

Perencanaan adalah pemilihan fakta dengan menggunakan asumsi-asumsi 

tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang 

diusulkan dan memang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. 

Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya 

apa yang harus dilakukan, kapan dan bagaimana dan oleh siapa. Perencanaan 

merupakan pemilihan dan penghubungan fakta, menguatkan asumsi asumsi 

tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang 

diusulkan dan memang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.   
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2. Pengorganisasian (Organizing)  

Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, 

alat-alat, tugas-tugas tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga 

tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam 

rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi sebagai suatu bentuk 

dan hubungan yang mempunyai sifat dinamis dalam arti dapat menyesuaikan diri 

dengan perubahan. Adapun dasar-dasar yang fundamental dari pengorganisasian 

adalah sebagai berikut : 

a. Adanya pekerjaan yang harus dilaksanakan; 

b. Adanya orang-orang yang melaksanakan pekerjaan tersebut; 

c. Adanya tempat dimana pelaksanaan kerja itu berlangsung; 

d. Adanya hubungan antara mereka yang bekerja dan antara bagi yang satu 

dengan bagian yang lain. 

3. Penggerakan (Actuating) 

Penggerakan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk 

merealisasikan hasil perencanaan dan pengorganisasian. Actuating adalah upaya 

untuk menggerakkan atau mengarahkan tenaga kerja serta mendayagunakan 

fasilitas yang ada untuk melaksanakan kerja yang ada. Penggerakan juga dapat 

didefinisikan sebagai segala tindakan untuk menggerakkan orang-orang dalam 

suatu organisasi dengan berlandaskan pada perencanaan dan pengorganisasian. 

Actuating mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengawali 

dan melanjutkan kegiatan yang telah ditetapkan oleh unsur-unsur perencanaan dan 

pengorganisasian agar tujuan dapat tercapai .  
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4. Pengawasan (Controlling) 

Pengawasan merupakan proses pemeriksaan apakah semua yang terjadi 

sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya dan intruksi yang 

dikeluarkan sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan. Controlling dilakukan 

untuk mendeterminasikan apa yang telah dilaksanakan, mengevaluasi prestasi 

kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil 

pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana yang telah disusun (Pranata & Tua, 

2015). 

2.3 Pengelolaan Parkir  

 

 Pengelolaan parkir diatur dalam peraturan daerah tentang pengelolaan parkir 

agar mempunyai kekuatan hukum dan diwujudkan rambu larangan, rambu 

petunjuk dan informasi. Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap 

kebijakan yang ditetapkan dalam pengendalian parkir perlu diambil langkah yang 

tegas dalam menindak para pelanggar kebijakan parkir. Dasar pengaturan 

mengenai pengelolaan parkir yaitu : 

 Peraturan Walikota Nomor 132 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan 

Minimal Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 

Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan 

atas Peraturan Walikota Nomor 148 Tahun 2020 Tentang Tarif Layanan Parkir 

Pada UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Sebagai Badan 

Layanan Umum Daerah dan ada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 

2020 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran, dimana disebutkan : 
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2.3.1 Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan 

 Fasilitas parkir hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu yang harus 

dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/ atau marka jalan. Fasilitas parkir di 

dalam ruang milik jalan sendiri adalah tempat parkir didalam ruang milik jalan 

yang ditentukan oleh Walikota sebagai tempat parkir kendaraan.  

 Pasal 9, Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 8, harus memenuhi persyaratan : 

a. Paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah 

b. Dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas. 

c. Mudah dijangkau oleh pengguna jasa. 

d. Kelestarian fungsi lingkungan hidup. 

e. Tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki. 

Pasal 10, Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana di 

maksud dalam pasal 9, dilarang dilakukan di : 

a. Tempat penyebrangan pejalan kaki atau tempat penyebrangan sepeda yang 

telah ditentukan. 

b. Jalur pejalan kaki. 

c. Jalur khusus sepeda. 

d. Tikungan. 

e. Jembatan. 

f. Terowongan. 

g. Tempat yang mendekati perlintasan sebidang. 
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h. Tempat yang mendekati persimpangan/ kaki persimpangan. 

i. Muka pintu keluar masuk perkarangan/ pintu kegiatan. 

j. Tempat yang dapat menutupi rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu 

lintas. 

k. Kedekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam 

kebakaran dan atau 

l. Pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi. 

 Dalam pasal 13 Penyediaan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan 

sebagaimana disebutkan dalam pasal 7, dapat dipungut tarif sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 Dalam pasal 16 Penyelenggara fasilitas parkir sebagaimana yang dimaksud 

dalam pasal 13, dapat bekerja sama sama dengan pihak ketiga sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 Dalam pasal 45 Peraturan Walikota Pekanbaru No. 138 Tahun 2020 

Tentang Penyelenggaraan Perparkiran bahwasanya dalam hal pengelolaan fasilitas 

parkir oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan bentuk swakelola, 

Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat melakukan tindakan sebagai berikut :  

a. Memperkerjakan petugas parkir, yang terdiri dari : 

1. Koordinator juru parkir 

2. Juru parkir 

b. Memberikan pelatihan terkait dengan penyelenggaraan perparkiran kepada 

petugas parkir. 
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c. Memberikan honorarium/upah kepada petugas parkir sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

d. Memberikan jaminan sosial sesuai kemampuan keuangan daerah kepada 

petugas parkir yang diperkerjakan. 

e. Melakukan evaluasi terhadap kinerja petugas parkir dan dapat memutuskan 

hubungan dalam hal petugas parkir melakukan kesalahan karena melanggar 

ketentuan dalam hubungan kerja yang telah disepakati. 

2.3.2 Pembinaan dan Pengawasan 

 Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perparkiran dilaksanakan oleh 

perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan tugas pokok menyelenggarakan 

urusan perhubungan. Pembinaan sendiri adalah upaya untuk mendorong dan 

memotivasi juru parkir dalam berupaya mengembangkan dan memperkuat potensi 

dalam melakukan tanggungjawabnya sebagai juru parkir dan juga dapat 

membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki, sedangkan pengawasan 

menurut Basu Sawasta merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-

kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan (Suadi, 2014). 

2.3.3 Ketentuan Sanksi  

 Sanksi dalam kamus besar bahasa indonesia sanksi adalah tindakan-

tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati 

undang-undang. Sanksi (punnishment) merupakan pemberian hasil yang tidak 

diinginkan (menyakitkan) untuk meminimalisir perilaku yang tidak diinginkan 

(Triandani, 2014). 



21 
 

 

 Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dan pasal 60, 

dilakukan tindakan penertiban dengan cara : 

a. Penggembosan ban kendaraan bermotor. 

b. Memindahkan kendaraan pada tempat yang telah disediakan sebelumnya oleh 

dinas . 

c. Pemasangan gembok pada roda kendaraan. 

Dalam pasal 65 juga disebutkan, setiap penyelenggara parkir yang 

melanggar ketentuan dalam pasal 14, pasal 21, pasal 24, pasal 59, dan pasal 60 

dikenakan sanksi administrasi berupa : 

a. Teguran lisan. 

b. Teguran tertulis. 

c. Penutupan tempat/lokasi perparkiran. 

d. Pencabutan izin. 

2.4 Retribusi Parkir 

 

Retribusi menurut Siahaan (dalam Rahman, 2018) retribusi adalah 

pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang 

diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat 

dikatakan bersifat langsung yaitu hanya membayar retribusi yang menikmati balas 

dari Negara. 

Pengertian lain yaitu menurut Marihot P. Siahaan (dalam Humairah, 2021), 

bahwa retribusi parkir adalah suatu penyediaan pelayanan parkir tepi jalan umum 

yang ditentukan oleh pemda sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.   
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Peraturan Daerah No 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir. Berdasarkan 

Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 64 Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Tarif parkir 

merupakan alat untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang parkir. Peraturan 

Wali Kota Pekanbaru No. 41 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Wali 

Kota No. 148 tahun 2020 tentang Tarif Layanan Parkir pada UPT Perparkiran 

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai badan Layanan umum Daerah. 

Pemerintah Kota Pekanbaru resmi menaikkan tarif parkir menjadi sebesar 

Rp.2.000 untuk roda dua dan Rp.3.000 untuk roda empat. 

2.5 Parkir dan Tempat Parkir 

 

Parkir adalah keadaan berhenti atau tidak bergerak suatu kendaraan yang 

bersifat sementara karena ditinggalkan pengemudinya. Parkir merupakan salah 

satu sarana transportasi yang tidak terpisahkan dari sistem jaringan transportasi, 

sehingga pengaturan parkir akan mempengaruhi kinerja jaringan lalu lintas 

(Lasahinda, 2020). 

Mengenai parkir menurut Syaiful menjelaskan pengertian parkir adalah 

keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena 

ditinggalkan oleh pengemudinya. Termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap 

kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan 

dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk 
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kepentingan menaikan dan/atau menurunkan orang/barang (Widyastuti et al., 

2018). 

Dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 Tentang 

Penyelenggaraan Perparkiran, Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau 

tidak bergerak untuk beberapa saat baik ditinggalkan atau tidak ditinggalkan 

pengemudinya.  

Tempat parkir sendiri dijelaskan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru 

Nomor 138 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran dimana tempat 

parkir adalah fasilitas parkir untuk umum yang disediakan baik yang berada di 

dalam ruang milik jalan maupun di luar milik jalan. 

2.6 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber 

penerimaan daerah selain penerimaan dana transfer dan lain-lain pendapatan yang 

sah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan 

keuangan antara pusat dan Daerah Pasal 1 Angka 18 menyatakan bahwa 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang 

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

Menurut Simanjuntak (dalam Dewi Nur Azizah, 2022) Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) adalah representasi dari pendapatan yang dihasilkan oleh daerah. 

Yang mana dalam hal ini pemerintah daerah harus dapat mengoptimalkan 

Pendapatan Asli Daerahnya agar dapat membiayai pengeluaran daerah dan tidak 

menghambat kegiatan ekonomi didaerah yang bersangkutan. 
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Pengertian lain menurut Ahmad Yani (2013), bahwa Pendapatan Asli 

Daerah adalah suatu pendapatan daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, hasil 

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 

pendapatan lain daerah yang sah dan mempunyai tujuan untuk memberikan 

keleluasaan kepada daerah dalam menggali suatu pendanaan di dalam pelaksanaan 

otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah penting karena untuk sumber 

pembiayaan dan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah (dalam 

Humairah, 2021). 

Dari pengertian pendapatan asli daerah yang telah dijelaskan diatas, dapat 

disimpulkan bahawa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang 

diperoleh daerah dari sumber-sumber daya yang dipungut berdasarkan peraturan 

daerah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan daerah itu sendiri.  

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

a. Hasil Pajak Daerah 

Pajak daerah adalah konstribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ( Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009). 

b. Hasil Retribusi Daerah 

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian 

izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah 
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untuk kepentingan orang pribadi atau badan  (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2009). 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 

Bagi daerah yang memiliki BUMD seperti Perusahan Daerah Air Minum  

(PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), badan kredit kecamatan, pasar, 

tempat hiburan/rekreasi, villa, pesanggrahan, dan lain lain keuntungannya 

merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan (Hanif Nurcholis, 

2007: 184). Menurut Ahmad Yani (2004 : 40) hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba, deviden, dan penjualan saham 

milik daerah. 

d. Lain-Lain PAD Yang Sah 

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lain-lain PAD 

yang sah meliputi : 

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan 

2. Jasa giro 

3. Pendapatan bunga 

4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing 

5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau 

pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah (dalam M. anggi Doli Ismail 

Nasution, 2021). 
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2.7 Pandangan Islam Tentang Pengelolaan Perparkiran Di Dalam Ruang 

Milik Jalan  

 

Dalam pandangan islam mengenai Pengelolaan Perparkiran, dalam surat 

An-Nisa  Ayat 58 yang berbunyi : 

  ۗۗ  ٝ  ِۗ عٕ كُ ُك  َ الَۗد اٗ  َ دۗٚ 
ه
ۗلٰلّ ا٘  ِۗ ۗ  ِ عْ دَ عْ ِِۗ ۗال ١ع كٗ كُ ۗجدحع ع٘ ِۗد ِْۗٛاالس  دٙ ِۗديع عٕ حك عٗ دُ ِۗحد ِ ذد دٟاۙل٠ۗد  ٓ عٞ ىِۗد

ٰٓ هْ  ِۗ ث  هٛ هٖ د ٠ِِۗلْع دُّ ۗجكؤد ع٘ ِۗد عٕ كك رك كٖ دَۗدأع
ه
ۗلٰلّ ا٘  ِ

يعرًِ ًَاۢلِۗدص  يع  ٗ ۗسد د٘ ال كد دۗ
ه
ۗلٰلّ ا٘  ِ 

Artinya :“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara 

manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah 

sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha 

Mendengar, Maha Melihat”. 

 Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap apa yang dibuat dan lakukan dalam 

menetapkan aturan baik itu Pemerintah, petugas parkir atau masyarakat sekalipun 

harus melaksanakannya dengan adil. Dalam artian Pengelolaan Parkir ini tidak 

hanya Pemerintah saja melainkan masyarakat juga harus bekerja sama dalam 

mematuhi aturan yang telah dibuat. 

Adapun Pengelolaan dalam islam yang disebut dengan al–tabdir 

(pengaturan). Kata ini derivasi dari kata dabbara (mengatur) yang banyak terdapat 

dalam Al-Qur’an seperti Firman Allah SWT : 

د٘ۗ ٠ع ُّْ كَ الۗجد اٗ ِّٖۗ ٛدةٍۗ ۗسد عْفد ِٰٓۗد  ٜ ِرك دْ قع  ٖ ۗ د٘ ال ۗكد ٍٔ َۗد١ع ٝ ۗف يع ديع  ِْۗ جك عَرك َۗد إ ض ۗثك درع دىِۗلْع  ِْۗ اۤلء  دٗ ِْۗسا دٙ  ٖ ۗ رد عٖ د ِۗلْع ِِّرك دْ  َك
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Artinya :  Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu 

naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya (lamanya) adalah 

seribu tahun menurut perhitunganmu. (QS. Al-Sajadah:5) 

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan mengubah sesuatu hingga 

menjadi baik memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga 

diartikan sebagai untuk melalukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan 

kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. 

Dalam Pengelolaan Parkir juga dibahas dalam Firman Allah SWT Surat Ali-

Imron Ayat: 189  

عَرۗ   ْ ءٍۗقد يع ۗشد ِّّ ىۗكك هٓ عد كۗ
ه
لٰلّ ٠ۗد ض   درع ِلْع ت ٠ۗد ١ه هٗ ِْۗسا عٓكك كٖ  ۗ

ٰه لِل   ٠د

Artinya : Dan milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi; dan Allah Mahakuasa 

atas segala sesuatu”. (QS. Ali-Imran : 189). 

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia hanya diberi hak kepemilikan yang 

terbatas, yaitu sebagai pihak yang diberikan kewenangan untuk 

memanfaatkannya, dan inti dari kewenanangan tersebut adalah tugas untuk 

menjadi seorang khalifah (pembangun/pengelola) yang beribadah dimuka bumi 

ini. Dari beberapa ayat diatas yang menjelaskan tentang pengelolaan parkir kita 

harus memanfaatkan sumber yang ada yang nantinya akan bermanfaat untuk 

kesejahteraan rakyat. 
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2.8 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2. 1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti 

Judul 

Penelitian 

(Tahun) 

Hasil Penelitian 
Perbedaan 

Penelitian 

1. Asep Hidayat, 

Aris Munandar, 

Armidiana 

Implementasi 

Kebijakan 

Pengelolaan 

Parkir Kota 

Bandung 

(Jurnal 2018) 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

implementasi 

kebijakan Perwal 

Undang-undang 

Nomor 1005 

Tahun 2014 

tentang harga sewa 

parkir dan 

petunjuk teknis 

pengelolaan parkir 

di gedung dan 

tempat parkir Kota 

Bandung belum 

belum berjalan 

optimal, karena 

peraturan dipahami 

oleh seluruh 

pegawai BPPD 

Kota Bandung, 

kedua sumber daya 

yang sudah 

kompeten, ketiga 

disposisi pegawai 

BPPD Kota 

Bandung tidak 

memperbaharui 

strateginya, dan 

keempat, struktur 

birokrasi belum 

berjalan dengan 

baik karena masih 

kurangnya staf 

pengelola 

pemungutan 

parkir. 

 

Penelitian ini 

membahas 

mengenai 

Implementasi 

kebijakan 

pengelolaan parkir 

berdasarkan 

disposisi, 

komunikasi, sumber 

daya, dan struktur 

birokrasi dan lokasi 

penelitian juga 

berbeda. 
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2. Muh. Wahyudi 

Mokobombang, 

Budi Setiawati 

Efektivitas 

Pengelolaan 

Perparkiran 

Pada Kantor 

PD Parkir 

Makasar Raya 

Dalam 

Rangka 

Meningkatkan 

Pendapatan 

asli Daerah 

Kota 

Makassar 

(Jurnal 2022) 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa Pengelolaan 

retribusi parkir 

sudah cukup baik 

tetapi belum 

optimal, tetapi 

kontribusi retribusi 

parkir terhadap 

pendapatan asli 

daerah (PAD) 

cenderung 

mengalami 

penurunan. Hal ini 

dikarenakan masih 

ditemukan 

beberapa kendala 

yang menghambat 

pengelolaan 

retribusi parkir 

yang dihadapi PD 

Parkir Makassar 

Raya terutama 

dalam hal 

pemungutan 

retribusi parkir. 
 

Penelitian ini lebih 

membahas 

mengenai 

bagaimana proses 

pengelolaan 

restribusi parkir di 

Kota Makassar, 

mekanisme 

pemungutan, setoran 

hingga tiba pada 

proses penerimaan 

menjadi PAD yang 

bermuara / 

bermanfaat bagi 

pembangunan Kota 

Makassar dan lokasi 

penelitian yang 

berbeda. 

3. Vincent Kevin 

Rumengan, 

Ismai, 

Rachman, Neni 

Kumayas 

Pengelolaan 

Retribusi 

Parkir Dalam 

Meningkatkan 

Pendapat Asli 

Daerah 

Kabupaten 

Minahasa 

(Jurnal 2020) 

Hasil penelitian 

menunjukan 

bahwa Pengelolaan 

Retribusi Parkir 

dalam 

meningkatkan 

pendapatan asli 

daerah Kabupaten 

Minahasa yang 

belum 

dilaksanakan 

dengan baik yakni 

masih kurangnya 

sarana dan pra 

sarana yang 

memadai sehingga 

masyarakat banyak 

mengeluhkan 

tentang 

Penelitian ini lebih 

membahas 

mengenai 

bagaimana 

Pengelolaan 

retribusi parkir di 

Terminal 

Kawangkoan dalam 

peningkatan asli 

daerah Teori yang 

digunakan adalah 

teori Fungsi dan 

lokasi penelitian 

juga berbeda. 
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kenyamanan dan 

keamanan dalam 

berparkir di area 

terminal 

Kawangkoan dan 

masyarakat 

merisihkan 

mengenai 

banyaknya Juru 

parkir liar yang 

terdapat di 

kompleks 

pertokoan yang 

mempermainkan 

tarif dan tidak 

memberikan tanda 

bukti parkir 

kepada pengguna 

jasa 

parkir,sehingga 

ada kebocoran 

pendapatan 

retribusi parkir 

yang seharusnya 

masuk menjadi 

Pendapatan Asli 

Daerah. 
 

4. Baharudin 

Yusuf 

Pengelolaan 

Lahan Parkir 

Kendaraan 

Bermotor di 

Pasar 

Banjarsari 

Oleh Unit 

Pelaksana 

Teknis Dinas 

Perhubungan 

Kecamatan 

Banjarsari 

Kabupaten 

Ciamis  

(Jurnal 2021) 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa pengelolaan 

tempat parkir 

kendaraan 

bermotor di pasar 

Banjarsari kurang 

baik, dengan 

sedikit perhatian 

pada tahap 

perencanaan, 

pengorganisasian, 

pengarahan, dan 

pengawasan. Hal 

ini terlihat dari 

kurangnya 

pemahaman 

petugas parkir 

Penelitian ini lebih 

membahas 

mengenai 

bagaimana 

pengelolaan tempat 

parkir kendaraan 

bermotor di pasar 

Banjarsari oleh unit 

pelaksana teknis 

dinas perhubungan 

dan hambatan yang 

dialami dalam 

pengeloaan tempat 

kendaraan bermotor 

dan lokasi penelitian 

juga berbeda. 
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tentang 

perencanaan 

pengeloalan parkir 

dan tidak adanya 

tahapan perekrutan 

petugas parkir di 

sekitar  pasar. 
 

5. Zavira 

Nurfalita, Nila 

Sastrawati 

Pengelolaan 

Retribusi 

Parkir di Tepi 

Jalan Umum 

Perspektif 

Siyasah Syar’ 

iyyah 
(Jurnal 2022) 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa Pengelolaan 

Parkir Tepi Jalan 

Umum di Kota 

Makassar masih 

diwarnai dengan 

pelbagai 

permasalahan, 

seperti alih fungsi 

bahu jalan, juru 

parkir liar, dan 

pelbagai 

pelanggaran 

lainnya. 

Permasalahan 

tersebut 

disebabkan oleh 

beberapa faktor 

seperti kurangnya 

ketegasan, 

ketersediaan 

sarana dan 

prasarana parkir, 

serta tingkat 

kesadaran warga-

masyarakat. Dalam 

konsep muamalah, 

dikenal istilah 

wadi’ah, yaitu 

akad penitipan 

barang atau uang 

yang secara 

konsepsional dapat 

dipadankan dengan 

konsep penarikan 

retribusi oleh juru 

parkir resmi. 

Penelitian ini lebih 

membahas 

mengenai 

bagaimana 

pengelolaan 

retribusi parkir di 

tepi jalan umum, 

khususnya di Kota 

Makassar dalam 

perspektif siyasah 

syar’iyyah dan 

lokasi penelitian 

juga berbeda. 
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2.9 Definisi Konsep 

 

Penelitian dengan judul Penyelenggaraan dan Pengelolaan Parkir di Tepi 

Jalan Umum Kota Pekanbaru dapat dirumuskan definisi konsep berdasarkan 

uraian di atas, sebagai berikut : 

1. Pemerintahan Daerah, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, 

Tentang pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan asas otonomi 

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

2. Pengelolaan merupakan upaya melaksanakan proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan pengawasan secara 

sistematis, efektif, dan efisien dengan memanfaatkan sumber daya organisasi 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

3. Pengelolaan Parkir, Dasar pengaturan mengenai pengelolaan parkir yang 

digunakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yaitu Peraturan Walikota 

Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran 

dimana terdapat beberapa aspek yaitu fasilitas parkir di dalam ruang milik 

jalan, pembinaan dan pengawasan, dan ketentuan sanksi. 

4. Retribusi Parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 
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5. Parkir dan Tempat, Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak 

bergerak untuk beberapa saat baik ditinggalkan atau tidak ditinggalkan 

pengemudinya. Parkir merupakan sarana transportasi yang tidak dapat 

dipisahkan dari sistem jaringan transportasi, sehingga pengaturan parkir akan 

berdampak pada kinerja jaringan lalu lintas karena. tempat parkir adalah 

fasilitas parkir untuk umum yang disediakan baik yang berada di dalam ruang 

milik jalan maupun di luar milik jalan seperti, badan Jalan, pekarangan toko, 

tempat wisata, lingkungan atau gedung. 

6. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang didapat daerah dari 

sumber daya yang dikumpulkan sesuai dengan peraturan daerah untuk 

memenuhi kebutuhan daerah itu sendiri.  

2.10  Konsep Operasional 

Konsep operasional merupakan batasan atau rincian dari aktivitas 

operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel-variabel yang terukur dan 

gejalanya yang memberi makna pada variabel. Tabel berikut menggambarkan 

konsep operasional pada Pengelolaan Parkir Didalam Ruang Milik Jalan Kota 

Pekanbaru : 
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Tabel 2. 2 

Indikator Penelitian Pengelolaan Perparkiran Di Dalam Ruang Milik Jalan  

Kota Pekanbaru 

Konsep  Indikator Sub Indikator 

Pengelolaan 

Perparkiran  

Di Dalam 

Ruang Milik 

Jalan Kota 

Pekanbaru 

Fasilitas parkir 

didalam ruang 

milik jalan 

1. Terdapat rambu, marka, media informasi 

tarif parkir. 

2. Dipungut tarif sesuai dengan ketentuan. 

3. Memperkerjakan juru parkir. 

Pembinaan dan 

pengawasan  

1. Memberikan pembinaan kepada juru 

parkir dalam memberikan pelayanan. 

2. Melakukan sosialisasi mengenai peraturan 

parkir. 

3. Melakukan pengawasan secara langsung 

dilapangan. 

4. Melakukan penertiban. 

Ketentuan 

sanksi 

1. Pemberian teguran secara lisan dan 

teguran secara tertulis. 

2. Penggembosan ban kendaraan bermotor. 

Sumber : Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 Tentang 

Penyelenggaraan Perparkiran. 
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2.11   Kerangka Berpikir 

Berdasarkan dari variabel penelitian Pengelolaan Perparkiran Di Dalam 

Ruang Milik Jalan Kota Pekanbaru. Berikut ini merupakan kerangka berfikir yang 

akan digunakan dalam penelitian :    

Gambar 2. 1 

Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terlaksananya Pengelolaan Perparkiran di 

Dalam Ruang Milik Jalan Dengan  Baik  

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 

2020 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran 

1. Fasilitas Parkir Di Dalam Ruang Milik Jalan 

2. Pembinaan dan Pengawasan 

3. Ketentuan Sanksi 

Pengelolaan Perparkiran Di Dalam Ruang Milik 

Jalan Kota Pekanbaru 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru karena, kota pekanbaru 

merupakan kota yang pesat akan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dan 

mengakibatkan maraknya aktivitas parkir baik legal maupun ilegal. Penelitian ini 

dilakukan di sekitar Jl. Jenderal Sudirman atau zona 1, serta pada Dinas 

Perhubungan Kota Pekanbaru, khususnya pada bagian UPT Perparkiran. Karena 

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru merupakan instansi yang memiliki 

Kewenangan dalam Pengelolaan Parkir di Kota Pekanbaru. Penelitian ini 

dilaksanakan mulai dari bulan Oktober 2022 sampai dengan selesai. 

3.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dalam penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan suatu 

keadaan atau penelitian yang dilakukan untuk menentukan nilai suatu variabel 

mandiri, yang dapat berupa satu atau lebih variabel, tanpa membuat suatu 

perbandingan atau hubungan variabel satu dengan yang lain (Sugiyono, 2019). 

Menurut (Sugiyono, 2019) metode penelitian kualitatif merupakan metode 

penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, 

dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan 
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secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. 

Setelah data yang diperoleh, kemudian disajikan menggunakan teknik 

analisis diskriptif kualitatif, yaitu teknis analisis yang berupa mendiskripsikan 

atau mengungkapkan karakteristik variabel-variabel yang menjadi fokus peneliti 

yaitu mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan parkir di dalam 

ruang milik jalan kota pekanbaru. 

3.3 Sumber Data 

Peneliti memperoleh sumber-sumber data sebagai  berikut: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari lokasi 

penelitian melalui wawancara dengan narasumber yang ditanyai tentang 

permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan perparkiran di tepi jalan 

umum di Kota Pekanbaru. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung, seperti 

melalui orang atau dokumen lain. Dalam istilah data sekunder, kita berbicara 

tentang informasi yang diperoleh dari sumber sekunder atau secara tidak 

langsung dari berbagai literatur, seperti buku, media cetak atau elektronik, atau 

dokumen dari instansi terkait. 
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3.4 Informan Penelitian 

Informan Penelitian merupakan orang-orang dari lokasi penelitian yang 

dianggap paling tahu dan bersedia menjadi sumber informasi, bersedia bekerja 

sama, dan diajak untuk berdiskusi dan mendiskusikan hasil penelitian serta 

memberikan petunjuk kepada siapapun agar peneliti dapat mengetahui informasi 

lebih tentang suatu masalah. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling 

untuk menentukan key informant (informan kunci). Teknik pengambilan sampel 

yang dikenal dengan “purposive sampling” memperhitungkan kemungkinan 

bahwa sampel tersebut mencakup seseorang yang memahami dan mengetahui 

mengenai masalah penelitian. Informan dalam penelitian ini antara lain sebagai 

berikut : 

Tabel 3. 1 

Informan Penelitian 

No Informan Penelitian Jumlah 

(Orang) 

1. Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota 

Pekanbaru 

1 

2. Pengawas UPT Perparkiran Dinas Perhubungan 

Kota Pekanbaru 

2 

3.  koordinator Parkir 1 

4. Juru parkir 2 

5. Masyarakat Pengguna Jasa Parkir 2 

Jumlah 
8 

 

            Sumber : Olahan Penulis 2023. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data untuk mencapai tujuan dalam suatu penelitian 

harus memakai metode pengumpulan data yang tepat. Berhasil atau tidaknya 

suatu penelitian tergantung pada ketepatan instrumen dan metode yang dipakai 

dalam mengumpulkan data atau informan yang dibutuhkan. Penulis dalam upaya 

memperoleh data memakai cara-cara sebagai berikut:  

1. Observasi, observasi ini dilakukan tidak hanya dari fakta yang terlihat tetapi 

juga dari hal yang didengar. Peneliti mengamati permasalahan yang terjadi 

dalam pengelolaan perparkiran didalam  ruang milik jalan di kota pekanbaru. 

2. Wawancara, dalam melakukan wawancara penelitian, peneliti terlebih dahulu 

memilih informan yang akan diwawancarai, kedua penelitian menyusun 

panduan wawancara. Wawancara dilakukan dengan tanya jawab mengenai 

Pengelolaan perparkiran didalam ruang milik jalan di Kota Pekanbaru.  

3. Dokumentasi, penulis menggunakan metode dokumentasi sebagai tambahan 

selain wawancara dan observasi. Metode ini sangat membantu penulis untuk 

menunjang dan memperkuat penelitian penulis.  

3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses pengelompokan dan pemilahan data ke 

dalam ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan data yang 

telah didapat. Dalam penelitian, analisis data digunakan untuk mencari solusi 

masalah, menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti, dan memberikan informasi 

yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan dan membuat rekomendasi yang 

berguna untuk penelitian selanjutnya, penulis menggunakan metode analisis data 
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kualitatif dalam penelitian ini (Sugiyono, 2019). Tahapan pengelolaan data 

kualitatif adalah sebagai berikut: 

1. Reduksi data adalah proses menuliskan data dari hasil yang diperoleh 

dilapangan ke dalam deskripsi atau laporan terperinci. Data mentah yang 

dikumpulkan dari lapangan telah direduksi, diringkas, dipilih poin-poin 

penting, dikembangkan, disederhanakan, disarikan, dan diubah untuk 

digunakan dalam laporan. Pada titik ini, peneliti memutuskan informasi mana 

yang relevan dengan penelitian dan mana yang tidak. 

2. Menyajikan data, khususnya menggunakan teks deskriptif untuk menyajikan 

data dalam penelitian kualitatif. Menyajikan Teks dari informasi yang 

diperoleh dari lapangan seakurat mungkin tanpa menambahkan fakta yang 

bertentangan. Hal ini dimaksudkan agar informasi yang padat dapat 

ditampilkan secara akurat dan sesuai dengan keadaan lapangan yang 

sebenarnya. 

3. Menarik kesimpulan yaitu menarik semua kesimpulan dari semua informasi 

yang diperoleh dan menghubungkan kesimpulan tersebut dengan teori atau 

landasan yang relevan dengan masalah yang bersangkutan.  
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BAB IV  

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru 

 

4.1.1 Sejarah Kota Pekanbaru  

Kota Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “ senapelan” yang saat itu 

dipimpin oleh kepala suku yang disebut Batin. Daerah ini terus berkembang 

menjadi pemukiman baru dan seiring waktu berupah menjadi Dusun Payung 

Sekaki yang terletak dimuara Sungai Siak. Pada tanggal 9 april 1689, telah 

diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) 

dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya 

membebaskan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangannya. 

Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan 

kawasan yang maju dan cukup penting.  

Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan 

menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke 

Petapahan di lanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung 

Sekaki atau Senapelan menajadi tempat penumpukan berbagai komoditi 

perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman 

untuk dibawa ke luar berupa bahan tambang dan hasil hutan lainnya. 

Terus berkembang , payung sekaki atau senapelan memegang peranan 

penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak senapelan yang strategis dan kondisi 

Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi 
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silang baik dari pedalman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. 

Hal ini juga merangsang perkembangan sarana jalan darat melalui rute Teratak 

Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang 

strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting. 

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan kerajaan Siak Sri Indra Pura. 

Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah Menetap di Senapelan, beliau 

membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan lokasi Istana tersebut 

terletak disekitar Masjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membangun 

pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang 

dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Ali yang bergelar Sultan 

Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah di bawah pemerintahan Sultan Yahya 

yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru. 

Selanjutnya perkembangan Kota Pekanbaru mengalami perubahan : 

1. SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 

Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District. 

2. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang 

controleor berkedudukan di Pekanbaru. 

3. Tanggal 8 maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go 

Kung, distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO. 

4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No 103, 

Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut haminte atau kota B. 

5. UU No. 22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten 

Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil. 
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6. UU No. 8 tahun 1956 menyempurnakan Kota Pekanbaru sebagai Kota Praja. 

7. Kepmendagri No. 52/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibu 

Kota Provinsi Riau. 

8. UU No. 18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kota Madya Pekanbaru. 

9. UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebutan Kota Madya 

berubah menjadi Kota Pekanbaru. 

4.1.2 Visi dan Misi Kota Pekanbaru 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekanbaru menetapkan Visi 

Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru sebagai penjabaran Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 adalah 

“Terwujudnya Pekanbaru sebagai Smart City Madani”. Penjelasan dari 

terminologi visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Smart City , adalah kota yang mampu melayani, melindungi, dan memenuhi 

semua kebutuhan warganya dengan baik secara berkelanjutan dengan 

dukungan teknologi dan infrastruktur serta berorientasi mewujudkan 

kebahagiaan dan kesejahteraan untuk warganya. 

2. Madani, adalah kota yang memiliki akhlak mulia, peradaban maju, modern, 

memiliki kesadaran sosial yang kuat, gotong royong, toleran, dalam sistem 

politik yang demokratis dan ditopang oleh supremasi hukum yang berkeadilan, 

berpendidikan maju, berbudaya melayu, aman, nyaman, damai, sejahtera, 

bertanggung jawab serta berlandaskan iman dan taqwa. 
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Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan 

kondisi dan permasalahan yang ada, maka ditetapkan lima misi pembangunan 

jangka menengah Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022, sebagai berikut : 

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertaqwa, mandiri, tangguh 

dan berdaya saing tinggi; 

2. Mewujudkan pembangunan masyarakat Madani dalam lingkup masyarakat 

berbudaya Melayu; 

3. Mewujudkan tata kelola kota cerdas dan penyediaan infrastruktur yang baik; 

4. Mewujudkan pembangunan ekonomi berbasiskan ekonomi kerakyatan dan 

ekonomi padat modal pada tiga sektor unggulan yaitu jasa, perdagangan dan 

industri; 

5. Mewujudkan lingkungan perkotaan yang layak huni (liveable city) dan ramah 

lingkungan (green city). 

4.1.3 Letak dan Kondisi Geografis 

Kota Pekanbaru terletak antara 101˚14’-101˚34’ Bujur Timur dan 0˚25’-

0˚45’ Lintang Utara. Ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 meter. 

Sedangkan permukaan wilayah bagian Utara merupakan daratan landai dan 

bergelombang dengan ketinggian berkisar 5-11 meter, dan dibelah oleh aliran 

Sungai Siak, yang mengalir dari barat hingga ke timur, serta memiliki beberapa 

anak sungai seperti Sungai Umban Sari, Sail, Air Hitam, Sibam, Setukulm 

Kelutut, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, Limau dan Tampan. Adapun luas 

wilayah Kota Pekanbaru yaitu 632,26 km² dengan 15 Kecamatan yang dapat diliat 

pada tabel berikut : 
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Tabel 4. 1 

Jumlah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pekanbaru 

No  Kecamatan  Jumlah Kelurahan  Luas Area (Km²) 

1. Rumbai Barat 6 61.05 

2. Rumbai 6 68.71 

3. Payung Sekaki 6 36.33 

4. Bina Widya 5 31.46 

5. Tuah Madani 5 33.5 

6. Marpoyan Damai 6 30.8 

7. Sukajadi  7 8.71 

8. Sail  3 3.26 

9. Bukit Raya 5 25.11 

10. Tenayan Raya 8 113.06 

11. Lima Puluh  4 3.86 

12. Pekanbaru Kota 6 2.26 

13. Senapelan  6 6.65 

14 Kulim  5 60.59 

15 Rumbai Timur 5 137.96 

Total 83 623.31 

                 Sumber : Pekanbarukota.bps.go.id. 

 Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa kecamatan terluas di 

daerah Kota Pekanbaru adalah Kecamatan Tenayan Raya dengan luas 113.06 km². 

Adapun Kecamatan terkecil di Kota Pekanbaru adalah Kecamatan Pekanbaru 
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Kota dengan luas wilayahnya 2.26 km². Adapun Kota Pekanbaru berbatasan 

dengan daerah kabupaten/kota : 

1. Sebelah Utara  : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar 

2. Sebelah Selatan  : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan 

3. Sebelah Timur  : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan 

4. Sebelah Barat  : Kabupaten Kampar 

4.2 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 

 

4.2.1 Sejarah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berdiri pada tanggal 28 Oktober 1988 

sesuai dengan surat keputusan Menteri Perhubungan sebagai instansi yang 

melaksanakan tugas serta fungsi dalam memajukan kehidupan masyarakat di 

sektor Perhubungan baik darat, laut dan udara dalam rangka memajukan 

perekonomian di indonesia khususnya di Kota Pekanbaru yang tertuang dalam 

tujuan pembangunan nasional. Dinas ini dulunya bernama Dinas LLAJ (Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan). Kemudian, dengan adanya Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 yang menjadi 

dasar otonomi daerah, maka terbitlah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 

Tahun 2001 yang didalamnya diatur mengenai perubahan nama dari Dinas Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan menjadi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. 

4.2.2 Visi dan Misi  

Adapun yang menjadi visi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yaitu 

“Terwujudnya Tingkat Kualitas Pelayanan dan Penyediaan jasa Transportasi, 
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Komunikasi dan Informatika yang Lengkap, Menyeluruh, Handal dan 

Terjangkau”. 

Sedangkan misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan dan memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) 

perhubungan yang berkualitas dan profesional. 

2. Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan aksebilitas, dan tingkat kualitas 

pelayanan perhubungan. 

3. Mengusahakan ketersediaan atau kecakupan dan kehandalan prasarana, sarana, 

dan sistem jaringan transportasi. 

4. Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan operasional 

perhubungan. 

4.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 106 tahun 2016 tentang 

kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas 

Perhubungan Kota Pekanbaru bahwa tugas dan fungsi susunan organisasi Dinas 

Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai berikut : 

1. Kepala Dinas  

Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu walikota dalam 

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan perbantuan 

lainnya. Kepala Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : 
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a. Pelaksanaan kewenangan daerah dalam bidang perhubungan dan tugas 

perbantuan yang diberikan oleh pemerintah. 

b. Pengorganisasian dan memimpin seluruh kegiatan aparat dan staf dinas. 

c. Penyusunan rencana dan program bidang perhubungan. 

d. Penyusunan kebijakan pelaksanaan program. 

e. Pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi 

pelaksanaan tugas sekretariat, bidang angkutan, manajemen dan rekayasa lalu 

lintas serta keselamatan teknik sarana prasarana. 

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

2. Sekretaris  

Sekretaris mempunyai tugas perencanaan, penyusunan, perumusan dan 

pelaksanaan program kerja sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : 

a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja Dinas Perhubungan. 

b. Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta mengkoordinir 

pelaksanaan program reformasi birokrasi. 

c. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, 

penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program. 

d. Pelaksanaan tugas mewakili kepala dinas apabila yang bersangkutan 

berhalangan atau tidak berada ditempat. 
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e. Pengorganisasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, 

upacara serta keprotokolan. 

f. Pengorganisasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap 

bidang sebagai pertanggungjawaban. 

g. Pengorganisasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan 

keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan 

gedung kantor. 

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

3. UPTD  

a. UPTD Parkir, Mengelola dan menyelenggarakan potensi Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) retribusi parkir di tepi jalan umum dan pelayanan peparkiran. 

b. UPTD Terminal, Mengelola dan menyelenggarakan potensi Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) retribusi terminal, kebersihan, dan pelayanan terminal. 

c. UPTD PKB (Pengujian Kendaraan Bermotor), Mengelola dan 

menyelenggarakan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pelayanan 

pengujian kendaraan bermotor. 

d. UPTD Kepelabuhan, Mengelola dan menyelenggarakan potensi Pendaptan Asli 

Daerah (PAD) pelayanan kepelabuhan. 

e. UPTD PAP (Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan), Mengelola dan 

menyelenggarakan Bus Besar bantuan Kemenhub RI dan Bus air. 
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4.2.4 Struktur Organisasi BLUD UPT Perparkiran 

Gambar 4. 1 

Struktur Organisasi BLUD UPT Perparkiran Tahun 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA SUB BAGIAN UPT PERPARKIRAN 

RAFIT DWI FEBRI, S. STP 

BAGIAN KEUANGAN 

1. BENDAHARA PENGELUARAN BLUD : 

Lina Irawati 

NIP. 19820708 201001 2 009 

 

2. BENDAHARA PENERIMAAN BLUD :  

Syahrul  

NIP. 19741215 200604 1 022 

3. Cici novyendri, SE 

4. Wulandari, SE 

5. Wan Yuliantari, ST 

 

BAGIAN ADMINISTRASI 

1. Dila Gusti Ayu, SH (DANRU) 

2. Melati 

3. Nadhia Alima Prata Cintama, S. AP 

4. Septiar Tri Andres 

5. Syahrial Juhar, S. Sos 

6. Vista Dwi Ramadanti 

 

 

 

REGU DEREK 

 

PENGAWAS :  

Alfatah Trio Nofrianto, Amd 

NIP. 19791103 200901 1 009 

Anggota : 1. Benni Saragih, SH 

     2. Ardino Hidayat, SH 

     3. Fajar Rafiandi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGU I 

PENGAWAS :  

Alwi Oktidiya Humaedi. Amd. Tra 

ADM Regu : 

1. Melati 

2. Vista Dwi Ramadani 

KARU : 

1. Alfisyahrin Tambunan, S.Ikom 

2. Rusdi, S. Pd 

ANGGOTA : 

1. Haidul Fikri 

2. Bram Munandar 

3. Dimas Syahfirdaus 

4. M. Nusri Rachman, S. Pd 

5. Andro Setio Budi 

6. Rahmad Afandi 

7. Rahmad Riskiadi, ST 

8. Saidan Azwar 

9. Sutor Risman  

10. Ilham 

11. Kukuh Budiarto, S.Sos 

12. Denny Eriansyah 

13. Tarmizi 

14. Tri Satria 

REGU II 

PENGAWAS :  

Heri Suprianto, SH 

ADM Regu : 

1. Cici Novyendri, SE 

2. Nadhia Alima Prata. C,  S. AP 

KARU : 

1. Fadli Tanjung 

2. Jasrianto, SE 

ANGGOTA : 

1. Soni Eriko 

2. Chairul Zaman, SE 

3. Abdul Muzafar Aziz 

4. M. Rivan Reynaldi 

5. Joni Apriyanto, SH 

6. T. Fadil 

7. M. Haris Nasution 

8. Irfan Agung 

9. Wendy Wijaya Putra 

10. Ahrun Naza  

11. M. Fakhri Reza, SE 

12. Wahyu Pratama Dinata 

13. Agung Sulistyo 

14. Agil Suhada 

15. Suhendri Daulay 

KEPALA UPT PERPARKIRAN 

RADINAL MUNANDAR, S. STP 

19890823 201406 1 001 
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4.2.5 Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Perparkiran 

1. Kepala UPTD Perparkiran 

Kepala UPTD Perparkiran mempunyai tugas pokok melaksanakan 

sebagaian tugas Dinas Perhubungan di bidang perparkiran dan mempunyai fungsi: 

a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan 

menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksananakan. 

b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang 

dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja 

dengan cara membuat tolak ukur keberhasilan tugas. 

c. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh 

kepala dinas dalam menyusun kebijakan, program dan prosedur kerja, 

perencanaan hasil kerja, petunjuk teknis dan lapangan. 

d. Mengkoordinasikan sistem dan tata cara pengaturan perparkiran di berbagai 

kawasan di Kota Pekanbaru. 

e. Menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas pada kawasan parkir. 

f. Melakukan penindakan terhadap kendaraan yang melanggar parkir dengan 

melaksanakan penderekan. 

g. Melaksanakan koordinasi pengaturan dan penyelenggaraan perparkiran. 

h. Mengkoordinasikan mekanisme pungutan retribusi parkir. 

i. Menyerahkan hasil pungutan retribusi parkir kepada bendahara yang kemudian 

disetorkan ke kas daerah. 

j. Mengupayakan standar pelayanan minimal pada kegiatan perparkiran. 
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k. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil operasional penyelenggaraan 

perparkiran. 

l. Melaksankan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan lembaga 

terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas-tugasnya. 

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha  

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD 

Perparkiran dengan melaksanakan fungsi sebagai berikut : 

a. Memberikan pelayanan administratif  kepada semua unsur dilingkungan 

UPTD. 

b. Menyusun rencana kerja dan membuat laporan. 

c. Mewakili Kepala UPTD apabila bersangkutan berhalangan atau tidak berada 

ditempat. 

d. Melaksanakan pelayanan urusan dalam pada kantor UPTD. 

e. Menyusun kebutuhan perbekalan dan materi lingkungan UPTD. 

f. Melaksankan kegiatan kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan ruangan 

dan halaman serta pengaman di lingkungan UPTD. 

g. Melaksanakan verifikasi terhadap penerimaan dan pengaturan serta 

pertanggungjawaban keuangan. 

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugasnya. 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

          Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan 

mengenai Pengelolaan Perparkiran Di Dalam Ruang Milik Jalan Kota Pekanbaru 

yang mengacu pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 138 Tahun 2020 

Tentang Penyelenggaraan Perparkiran, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Pengelolaan perparkiran di dalam ruang milik jalan Kota Pekanbaru dilihat dari 

aspek fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan belum optimal dimana untuk 

fasilitas parkir perlu diperbaiki dan dilengkapi kembali dan pelayanan yang 

dirasakan oleh masyarakat perlu di tingkatkan seiring dengan adanya 

peningkatan tarif, serta masih ditemukan juru parkir yang tidak memakai 

rompi, serta KTA dan juru parkir yang tidak memberikan karcis sebagai tanda 

bukti parkir.  

2. Dilihat dari aspek Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas 

Perhubungan Terutama oleh UPT Perparkiran dalam pengelolaan perparkiran 

di dalam ruang milik jalan sudah baik dimana setiap hari regu pengawas 

melakukan patroli rutin untuk memastikan juru parkir paham dalam 

memberikan pelayanan dan selalu menggunakan atribut lengkap saat bertugas 

serta melakukan penertiban kendaraan yang parkir sembarangan, namun masih 

ada juru parkir dan masyarakat yang tidak mengindahkan peraturan. 
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3. Dilihat dari aspek Penetapan Sanksi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan 

Kota Pekanbaru sudah cukup baik karena telah dilakukan sesuai dengan aturan 

yang telah ditetapkan dimana jika ada juru parkir yang tidak melaksanakan 

tugasnya sebagai juru parkir pihak Dinas Perhubungan langsung memberikan 

sanksi berupa teguran secara lisan dan tulisan kepada juru parkir tersebut serta 

melakukan penggembosan ban dan penderekan kendaraan bagi masyarakat 

yang parkir di lokasi yang terdapat larangan parkir, namun sanksi tersebut tidak 

memberikan efek jera terhadap juru parkir atau bahkan masyarakat. 

4. Dalam pengelolaan perparkiran di dalam ruang milik jalan Kota Pekanbaru 

yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terdapat beberapa hambatan yaitu 

sumberdaya manusia dan sumber daya operasional yang masih kurang dalam 

proses pengawasan, kurangnya pemahaman, kepatuhan terutama juru parkir 

dan pelaku usaha serta kurangnya partisipasi masyarakat tentang aturan dan 

kewajiban sebagai pengguna fasilitas parkir. 

6.2 Saran 

 

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan maka ada beberapa saran 

agar pengelolaan perparkiran kedepannya dapat berjalan lebih baik lagi, adapun 

saran yang peneliti berikan sebagai berikut : 

1. Pemerintah Kota Pekanbaru diharapkan dapat memberikan dana untuk 

operasional agar pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan 

Terutama UPT Perparkiran Kota Pekanbaru lebih terakomodir lagi. Dengan 
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dana untuk operasional tersebut dapat gunakan untuk menambah personil dan 

kendaraan berupa mobil patroli. 

2. Kepada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk segera melengkapi kembali 

rambu, marka parkir yang hilang atau rusak dan lebih maksimal lagi dalam 

melakukan pengawasan dilapangan dengan melakukan patroli di jam-jam yang 

belum ditentukan sebelumnya, serta lebih tegas lagi dalam memberikan sanksi 

kepada pelanggar aturan perparkiran baik itu juru parkir, koordinator atau 

masyarakat. Memberikan edukasi kepada masyarakat pengguna fasilitas parkir 

baik berupa himbauan secara langsung ataupun berupa pemasangan  plang, 

benner di lokasi-lokasi parkir yang strategis mengenai hak dan kewajiban 

pengguna fasilitas parkir dalam pengelolaan perparkiran. 

3. Masyarakat pengguna fasilitas parkir diharapkan bisa berpartisipasi dan 

mendukung pengelolaan perparkiran dengan mematuhi kewajiban sebagai 

pengguna fasilitas parkir dan terlibat aktif dalam pengaduan mengenai 

permasalahan atau kecurangan dan jika ada petugas parkir ilegal atau juru 

parkir liar untuk melaporkan kepada pihak Dinas Perhubungan terutama UPT 

Perparkiran Kota Pekanbaru supaya tidak ada lagi juru parkir ilegal atau juru 

parkir liar dan terciptanya pengelolaan parkir yang baik. 
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LAMPIRAN  

PEDOMAN WAWANCARA 

A. UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 

a) Fasilitas Parkir Di Dalam Ruang Milik Jalan 

1. Apakah ada permasalahan yang dihadapi saat penetapan lokasi parkir ? dan 

apa solusinya ? 

2. Apakah dishub melakukan update lokasi parkir untuk jangka waktu 

tertentu? 

3. Apakah disetiap lokasi parkir sudah dilengkapi dengan rambu, marka dan 

informasi tarif parkir ? 

4. Dalam penunjukan juru parkir, bagaimana mekanisme penunjukannya ? 

5. Berapa jumlah lokasi parkir, juru parkir dan pengelola parkir yang terdaftar 

di dishub ? 

6. Apakah ada perjanjian yang tertulis antara dishub dengan Pengelola parkir ? 

7. Apakah atribut dan fasilitas juru parkir yang lainnya disediakan oleh dishub 

atau Pengelola parkir ? 

8. Mengapa adanya kenaikan tarif parkir ? 

9. Berapa besaran penerimaan jasa layanan perparkiran tahun 2018-2022 ? 

10. Apakah bukti telah menggunakan fasilitas parkir menggunakan 

pembayaran non tunai masih diterapkan di Kota Pekanbaru atau hanya 

menggunakan karcis saja ? 

11. Bagaimana proses pemungutan retribusi parkir yang ditetapkan oleh 

dishub? 



 

 
 

b) Pembinaan dan Pengawasan  

1. Apakah ada pembinaan lainnya selain pembinaan rutin yang dilakukan oleh 

dishub ? 

2. Apakah masyarakat yang melapor tentang masalah parkir hanya melalui 

media sosial atau dishub memiliki call center yang bisa diakses oleh 

masyarakat ? 

3. Apakah ada kendala yang dihadapi oleh petugas dilapangan terkait 

pembinaan dan pengawasan ? jika ada bagaimana solusi yang diambil untuk 

mengatasi kendala tersebut ? 

4. Apakah regu pengawasan dilapangan sudah mencukupi untuk melakukan 

pengawasan ? 

5. Apakah dishub memberikan sosialisasi mengenai peraturan perparkiran ? 

6. Bagaimana penertiban parkir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan ? 

c) Ketentuan Sanksi 

1. Apakah Dishub hanya memberikan sanksi berupa teguran lisan dan 

teguran secara tertulis saja atau ada sanksi lainnya ?  

2. Apakah sanksi lainnya seperti penggembosan ban kendaraan terlaksana 

dengan baik ? 

B. Koordinator Parkir 

a) Fasilitas Parkir Di Dalam Ruang Milik Jalan 

1. Dalam penunjukan juru parkir, apakah dilakukan langsung pengelola atau 

juru parkir sendiri yang menawarkan diri untuk menjadi juru parkir? 



 

 
 

2. Apakah atribut dan fasilitas juru parkir lainnya disediakan oleh pengelola 

atau dibeli sendiri oleh juru parkir ? 

3. Apakah pihak Koordinator turun langsung ke lapangan untuk melihat 

pengelolaan perparkiran ? 

4. Apakah besaran setoran setiap juru parkir sama ? 

5. Bagaimana mekanisme pemungutan retribusi parkir? 

b) Pembinaan Dan Pengawasan 

1. Apakah pihak Koordinator melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

juru parkir ? jika ada, apakah rutin dilakukan ? 

2. Seperti apa bentuk pembinaan dan pengawasan yang diberikan ? 

3. Apakah ada kendala yang dihadapi oleh koordinator dilapangan ? 

c) Ketentuan Sanksi 

1. Apakah bapak memberikan sanksi terhadap juru parkir yang melanggar 

peraturan? 

C. Petugas Parkir 

a) Fasilitas Parkir Di Dalam Ruang Milik Jalan 

1. Apakah bapak/ibu untuk menjadi juru parkir ditunjuk langsung oleh 

pengelola atau Dishub ?  

2. Ada berapa orang yang menjaga parkir (dilokasi ini) ? 

3. Apakah bapak/ibu memberikan tanda bukti parkir kepada masyarakat 

pengguna jasa parkir ? 

4. Dalam memungut hasil retribusi, apakah dilakukan langsung oleh dishub 

atau pengelola/koordinator  ? 



 

 
 

5. Apa kendala selama menjadi juru parkir ? 

6. Apakah atribut yang bapak/ibu pakai disediakan oleh pengelola atau 

membeli sendiri ? 

b) Pembinaan dan Pengawasan 

1. Adakah dishub memberikan pembinaan kepada juru parkir? dan seperti apa 

bentuk pembinaannya, apakah dilakukan secara rutin ? 

2. Apakah dishub melakukan pengawasan terhadap petugas dilapangan ? 

3. Apakah pengawasan tersebut rutin dilakukan? 

c) Ketentuan Sanksi 

1. Apa sanksi yang diberikan Dishub jika ibu/bapak sebagai juru parkir 

melakukan kesalah atau tidak bekerja sesuai aturan ? 

D. Masyarakat Pengguna Jasa Parkir  

a) Fasilitas Parkir Di Dalam Ruang Milik Jalan 

1. Apakah bapak/ibu yakin kalau juru parkir (yang ada disini) terdaftar resmi 

di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru ? 

2. Seberapa penting adanya juru parkir bagi bapak/ibu? 

3. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh juru parkir ? 

4. Adakah petugas parkir yang meminta tarif parkir lebih dari yang telah 

ditentukan ? 

5. Menurut bapak/ibu, apakah perlu juru parkir menggunakan atribut lengkap 

saat melakukan pelayanan parkir ? alasanya 



 

 
 

6. Apakah bapak/ibu pernah melapor jika terjadi kekeliruan atau juru parkir 

yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik ? Kemanakah bapak/ibu 

melaporkannya ? 

b) Pembinaan dan Pengawasan 

1. Pernakah bapak/ibu melihat petugas dishub melakukan pengawasan 

terhadap petugas parkir dilapangan ? dan apakah dishub turun langsung 

kelapangan untuk menertibkan parkir liar  

c) Ketentuan Sanksi 

1. Apa sanksi yang diberikan oleh dishub jika bapak/ibu sebagai pengguna 

fasilitas parkir tidak memenuhi tanggung jawab sebagai pengguna fasilitas 

parkir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

LAMPIRAN DOKUMENTASI  
 

Wawancara Dengan Kepala UPT Perparkiran Dinas Perhubungan  

Kota Pekanbaru 

 

 

Wawancara Dengan Pengawas UPT Perparkiran Dinas Perhubungan  

Kota Pekanbaru 

 

 



 

 
 

 

Wawancara Dengan Koordinator Parkir 

 

 

 



 

 
 

Wawancara Dengan Juru Parkir 1 

  

Wawancara Dengan Juru Parkir 2 

 

 



 

 
 

Wawancara Dengan Masyarakat Pengguna Jasa Parkir 1 

   

Wawancara Dengan Masyarakat Pengguna Jasa Parkir 2 

   

 



 

 
 

Patroli Bersama Dengan UPT Perparkiran Dinas Perhubungan  

Kota Pekanbaru 

   

 

   

 



 

 
 

   

   
 

 



 

 
 

 



 

 
 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

RIWAYAT HIDUP PENULIS 

Vania Aprilia Putri, lahir di Padang Pasaman pada 

tanggal 26 April 2000. Penulis lahir dari pasangan 

Ayahanda Suherman dan Ibunda Elizar yang merupakan 

anak keempat (4) dari empat (4) bersaudara. Pendidikan 

formal yang ditempuh penulis yang pertama adalah 

Sekolah Dasar Negeri (SDN) Mangkurayat V Kabupaten 

garut, lulus pada tahun 2013. Kemudian penulis 

melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al- Huda Pekanbaru dan 

lulus pada tahun 2016. Berikutnya penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) Al-Huda Pekanbaru dan lulus pada tahun 2019. Pada 

tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Negeri 

dengan mengambil Studi Administrasi Negera Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. Pada tahun 2022, penulis melaksanakan Praktek Kerja 

Lapangan (PKL) di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota 

Pekanbaru. Kemudian pada tahun yang sama penulis juga melaksanakan Kuliah 

Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Teluk Makmur, Kecamatan Medang Kampai, 

Kota Dumai. Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian 

dengan judul “ Pengelolaan perparkiran di Dalam Ruang Milik Jalan Kota 

Pekanbaru “ dibawah bimbingan Bapak Muslim, S.Sos, M.Si. Pada tanggal 25 

Mei 2023 penulis dinyatakan LULUS dan berhak menyandang gelar Sarjana 

Sosial (S.Sos) melalui Ujian Munaqasyah Program Studi Administrasi Negara 

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 


